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ABSTRACT
This study investigated the effect of implementation of corporate governance on earnings management in corporate banking in Indonesia to understand about corporate governance by using the proxy of corporate governance, namely: (1) stakeholders, (2) the board of commissioners, (3) directors, (4) internal auditors, (5) external auditor, (6) audit committee, (7) compliance officer, (8) company secretary, and (9) sharia supervisory board, banking corporate governance and earnings management, explain sense of agency theory, signaling theory, shareholder theory, and contingency theory, know the health of banks in Indonesia with Risk approach and substance use settings.
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PENDAHULUAN
Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara (intermediary) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai agent of development, bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai lembaga perantara (financial intermediaries) dari pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (lack of fund) Bank Komersil berhubungan secara langsung dengan Bank Indonesia sebagai pengawas jalannya dunia perbankan di Indonesia, keberadaan kedua bank tersebut dapat membawa dampak perkembangan ekonomi yang sangat berarti.
Hubungan antara Bank Indonesia (BI) dan bank komersial merupakan suatu bentuk hubungan antara principal dan agent yang tidak dapat terhindar dari adanya konflik atau perbedaan kepentingan. Perbedaan ini muncul ketika perbedaan tujuan antara Bank Indonesia (principal) dan Bank Komersial (agent) serta karena adanya kesulitan Bank Indonesia untuk mengetahui kebenaran atas pelaporan keuangan perbankan. Untuk mengantisipasi, Bank Indonesia perlu melakukan pengujian terhadap tingkat kesehatan perbankan serta mengeluarkan beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh Bank Komersial.
Corporate Governance bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Corporate Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan. Apabila corporate governance dapat diterapkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di sektor perbankan menjadi semakin baik dan dapat menguntungkan banyak pihak. Sektor perbankan menjadi sangat rentan, karena saat ini masyarakat Indonesia lebih tertuju pada perkreditan bank untuk menjalankan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila kegiatan usaha tersebut menurun, maka pembayaran kreditpun akan menurun. Jika hal ini terjadi, maka perbankan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena itu penerapan corporate governance seringkali ditemukan penggunaannya dalam sector perbankan Indonesia, hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga kinerja bank menjadi lebih sehat. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004) menekankan pengaplikasian good corporate governace Perbankan Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman khusus bagi perbankan untuk menciptakan kinerja bank dan sistem perbankan yang sehat.
KAJIAN PUSTAKA
Corporate Governance
Pengertian corporate governance menurut Puspitasari, (2012) adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Farida, Nur, Prasetyo dan Herwiyanti (2010) menjelaskan bahwa corporate governance yang diproksikan dengan: pertama Ukuran Dewan Komisaris: adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Ukuran Dewan Komisaris diukur berdasarkan jumlah total anggota dewan baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan; dua Komposisi Dewan Komisaris Independen: adalah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Tiga, Komite Audit, Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Empat, Kepemilikan Institusional, Jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner et al. 2003); lima Kepemilikan Manajerial, yaitu jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon: 2005). Indikator untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.
Corporate Governance Perbankan
Menurut Bank Dunia (BEI NEWS, 2004), sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik dibangun dan dijalankan berlandaskan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Corporate Governance) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang belaku secara universal diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para pemegang saham (stakeholders).
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004) menjelaskan bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut lima prinsip yaitu keterbukaan (transparency) memiliki ukuran dari semua bank berdasarkan ukuran yang konsisten dengan pengaplikasian corporate values dan akuntabilitas (accountability) sebagai pencerminan sasaran usaha dan strategi bank, tanggung jawab (responsibility) sebagai wujud bank yang mengacu pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, independensi (independency) yang objektif dan bebas dalam pengambilan keputusan, serta memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (fairness).
Earnings Management (Manajemen Laba)
Manajemen laba merupakan permainan manajerial yang dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan mengatur besar kecilnya laba perusahaan demi kepentingan pribadi. “Earning management adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan” (Riahi, 2007: 74).
Copeland (1968) mendifinisikan manajemen laba sebagai “some ability to increase or decrease reported net income at will” yang berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Earnings management dapat menimbulkan masalah keagenan (agency cost) yang disebabkan adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (agent). Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih mengetahui dulu daripada pemegang saham (stakeholder) sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja.
Teori Agensi (Agency Theory)
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan agent. Menurut Dermawati et al. (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (principal) dan pengendalian (agent). Kepemilikan diwakili oleh investor mewakili kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mewakili wewenang pengelolahan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.
Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi (Eisenhardt, 1989), yaitu: asumsi sifat manusia (human assumptions), asumsi keorganisasian (organizational assumptions), dan asumsi informasi (information assumptions). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) self-interest, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan pemilik dengan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan.
Corporate governance adalah suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep corporate governance diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen dalam mengelola kekayaan pemilik, dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen.
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Mestuti dan Siti, 2009). Pengungkapan lingkungan adalah sebuah sinyal atau informasi bagi investor tentang keuntungan perusahaan. Sinyal goodnews diberikan apabila pengungkapan lingkungan yang dilakukan secara tepat dengan harapan stakeholders. Perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham.
Teori Pemegang Saham (Stakeholder Theory)
	Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Friedman, 2001). Perusahaan harus menjaga hubungan stakeholder dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder, terutama stakeholder yang mempunyai kekuasaan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan para stakeholder adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola stakeholder agar mendapatkan dukungan oleh stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
Teori Kontijensi (Contingency Theory)
Menurut Belkaoui (2000) pendekatan teori kontijensi digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal suatu pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Premis yang dijelaskan dalam akuntansi manajemen menjelaskan bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada factor kondisi yang ada dalam organisasi.
Pengertian Tingkat Kesehatan Bank
Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu: (a) permodalan (Capital); (b) kualitas Aset (Asset Quality); (c) manajemen (Management); (d) rentabilitas (Earnings); (e) likuiditas (Liquidity); (f) sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Risk Market).
Berkaitan dengan kesehatan bank, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai salah satu bank komersil, wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip Syariah dan UUS.
Tingkat Kesahatan Bank
Surat Edaran Bank Indonesia merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Ratting) baik secara individual maupun secara konsolidasi. 
Disisi lain, Surat Edaran Bank Indonesia ini mencabut ketentuan yang diatur dalam surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum meliputi: (1) prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi yang mencakup prinsip berorientasi risiko, proporsionalis, materialitas, komprehensif dan terstruktur; (2) faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari: profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital); (3) mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank umum meliputi: tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individual atas empat faktor penilaian dengan berpedoman pada parameter yang disediakan, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: materialitas pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja bank secara konsolidasi, dan signifikan dari permasalahan perusahaan anak pada profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan bank secara konsolidasi; (4) definisi peringkat factor penilaian dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank; (5) periode penilaian tingkat kesehatan bank yang paling kurang dilakukan setiap semester serta pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan; (6) format laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia atas penilaian sendiri (self assessment) penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukannya.
Penilaian tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 bertujuan untuk penelitian tingkat kesehatan bank posisi akhir Desember 2011.
Pentingnya Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah masih terbilang rendah, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional. Oleh karena itu, selain perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah, diperlukan pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen.
Menurut Riyadi (2004) hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan. Mengetahui arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. 
Adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.
PEMBAHASAN
Dalam artikel ini menggunakan proksi corporate governance yang sudah disebutkan dalam governance structure perbankan yaitu: pertama Pemegang Saham, Pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di sektor lain. Dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur lain sebagai penyedia dana terbesar dalam bank serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.
Dua Dewan Komisaris, Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur; tiga Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Cara pengangkatan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berhubungan dengan direksi harus tunduk pada anggaran dasar perusahaan. Pengaturan tentang Dirksi suatu bank sebagai lembaga kepercayaan yang highly regulated perlu diperhatikan.
Empat Auditor Internal, suatu bank, unit organisasi tersebut harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan mampu memberikan saran perbaikan kepada unit yang di audit; lima Auditor Eksternal, Auditor eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diaudit oleh auditor eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank oleh stakeholders.
Enam Komite Audit, merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit melalui dewan komisaris berperan sebagai penghubung antara manajemen dan pemegang saham, khususnya dalam pelaporan keuangan dan internal control (Makhdalena, 2007). Selain itu Makhdalena (2007) menjelaskan tanggung jawab utama komite audit sebagai berikut: (a) merekomendasikan perusahaan terutama yang dipekerjakan oleh perusahaan sebagai eksternal auditor, (b) mengkonsultasikan dengan personil yang dipilih menjadi eksternal auditor sehubungan dengan perencanaan audit, (c) Mereview audit yang diajukan, dan Management latter yang diajukan, dan (d) membahas dengan auditor eksternal mengenai kecukupan sistem internal control. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan.
Tujuh Compliance Officer, sebagai sektor yang “highly regulated” dan perlunya aturan-aturan internal yang cukup layak, kepastian dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan internal (compliance aspects) menjadi sangat penting; delapan Dewan Pengawas Syariah (DPS), khusus bagi bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan efaluasi (evaluating), pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.
Sembilan Stakeholders Lainnya, Stakeholders lainnya yang penting dari bank adalah deposan, penabung dan pemegang giro, debitur serta karyawan. Antara bank dengan Stakeholders tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak; terakhir adalah Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.
SIMPULAN
Artikel ini telah membahas pengaruh penerapan corporate governance terhadap earnings management dalam perusahaan perbankan di Indonesia. Dapat dibuat kesimpulan bahwa (1) penerapan corporate governance terhadap earnings management pada perusahaan perbankan di Indonesia masih belum dapat mengurangi tindakan earning management; (2) penerapan corporate governance terhadap earnings management dalam perusahaan perbankan di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan pada proksi compliance officer; (3) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengaruh manajemen laba. Besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan perbankan di Indonesia; (4) prinsip Good Corporate Governance sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
DAFTAR PUSTAKA
BEI NEWS. 2004. Menata Bank dengan Good Corporate Governance. Edisi 19 Tahun V, Maret-April.

Beiner. S., W. Drobetz., F. Schmid dan H. Zimmermann. 2003. Is Board Zise An Independent Corporate Governance Mechanism. http://www.wwz.unibaz.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf (​http:​/​​/​www.wwz.unibaz.ch​/​cofi​/​publications​/​papers​/​2003​/​06.03.pdf​). diakses tanggal 25 April 2013.

Belkaoui, A. R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Copeland, R. M. 1968. Income Smoothing. Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting.

Darmawati, Deni, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. 2005. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 8 (Jan): 65-81.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review (Jan): 57-74.

Farida, Yusriati Nur, Yuli Prasetyo dan Eliada Herwiyanti. 2010. Pengaruh Penerapan Corporate Gorvenance Terhadap Timbulnya Earnings Management Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 12, No. 2, Agustus 2010, Hlm. 69-80.

Friedman, M. 2001. “Capitalism and Freedom”. Chicago: University of Chicago Press.

Ghozali, I dan A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Gideon S. B. Boediono. 2005. Kualitas laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisi Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VII.

Makhdalena. 2007. “Peran Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan”. Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 2 No. 3. Agustus-Oktober 2007.

Mestuti, Arum Setyo dan Siti Mutmainah. 2011. Jurnal Analisis Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dengan Corporate Governance Sebegai Variabel Moderating.

Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Januari 2004. Dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Puspitasari, Windy. 2012. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Pada Timbulnya Earning Management Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia.

Riahi, Ahmed dan Belkaoui. 2004. Accounting Theory. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Riyadi, Selamet. 2004. Banking Assets and Liability Management. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sulistiawan, Dedhy, Yeni Januarsi dan Liza Alvia. 2011. Creative Accounting Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Penilaian Kesehatan Bank Umum.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. http://www.bi.go.id (​http:​/​​/​www.bi.go.id​). diakses tanggal 23 Mei 2013.










